
BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 8S TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNCIAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KU13U RAYA,

Menimbang:     a.      bahwa   berdasarkan    ketentuan    Pasal    13    ayat    (1)
Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  tahun  2008  tentang
Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah,  telah  diatur
pedoman     penerapan     manajernen     risiko     dengan
Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2018;

b.     bahwa  dengan  berlakunya  Peraturan   Deputi  Bidang
Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan
Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan  Nomor  04
Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada
Pemerintah Daerah perlu dilakukan penyesuaian dalam
pengelolaan  risiko  di  lingkungan  Pemerintah  Daerah
sehingga   Peraturan   Bupati   Nomor   18   Tahun   2018
tentang   Pedoman   Penerapan   Manajemen   Risiko   di
Lingkungan  Pemerintah  Kabupaten  Kubu  Raya,  perlu
diganti;

c.     bahwa      berdasarkan      pertimbangan      sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;

Men8in8at 1.      Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun  1945;

2.      Undang-Undang    Nomor    17    Tahun    2003    tentang
Keuangan Negara (Ijembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003  Nomor 47,  Tambahan  I+embaran  Republik
Indonesia Nomor 4286) ;

3.     Undang-Undang    Nomor    35    Tahun    2007    tentang
Pembentukan    Kabupaten    Kubu    Raya    di    Provinsi
Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun  2007  Nomor  101,  Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 4751) ;



4.      Undang-Undang    Nomor    23    Tahun    2014    tentang
Pemerintahan    Daerah    (Lembaran    Negara    Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembarari
Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5587)  sebagaimana
telah  diubah  beberapa  kali  terakhir  dengan  Undang-
Undang   Nomor   1   Tahun   2022   tentang   Hubungan
Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat dan  Pemerintahan
Daerah  (I,embaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun
2022  Nomor  4,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 6757) ;

5.     Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2008  tentang
Sistem    Pengendalian   Intern   Pemerintah    (Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2008  Nomor   127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4890);

6.     Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan
Keuangan  Daerah  Badan  Pengawasan  Keuangan  dan
Pembangunan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman
Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :    PERATURAN  BUPATI  TENTANG  PEDOMAN  PENGELOLAAN
RISIKO  DI  LINGKUNGAN  PEMERINTAH  KABUPATEN  KUBU
RAYA.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1.   Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2.   Pemerintah    Daerah    adalah    Bupati    sebagai    unsur    penyelenggara

Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.

3.   Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4.   Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  yang  selanjutnya  disingkat

APBD   adalah   rencana  keuangan   tahunan   Pemerintah   Daerah  yang
dibahas  dan  disetujui  bersama  oleh  Pemerintah  Daerah  dan  Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dari ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

5.   Perangkat      Daerah      adalah      unsur      pembantu      Bupati      dalam
penyelenggaraan   pemerintahan   daerah  yang   terdiri   dari   Sekretariat
Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan
Lembaga Teknis Daerah.

6.   Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya.
7.   Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit kelja yang

bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan risiko.
8.   Unit Kepatuhan adalah unit kelja yang bertugas memantau pelaksanaan

pengelolaan  risiko  pada  UPR  di  lingkungan  Pemerintah  Daerah  dan
perangkat daerah.



9.   Risiko   adalah   kemungkinan   kejadian  yang   mengancam   pencapaian
tujuan kegiatan dan sasaran Perangkat Daerah.

10.   Sisa Risiko adalah risiko setelah mempertimbangkan pengendalian yang
sudah ada.

11.   Analisis   Risiko   adalah   proses   penilaian   terhadap   risiko  yang   telah
teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan
besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status risikonya.

12.   Identifikasi   Risiko   adalah   proses   menetapkan   apa,   dimana,   kapan,
mengapa   dan    bagaimana    sesuatu    dapat   teljadi    sehingga   dapat
berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.

13.   Rencana  Tindak  Pengendalian  yang  selanjutnya  disingkat  RTP  adalah
uraian   tentang   kegiatan   pengendalian   yang   akan   dilakukan   oleh
perangkat daerah.

14.   Reviu   adalah   penelaahan   ulang   bukti-bukti   suatu   kegiatan   untuk
memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

15.   Evaluasi  adalah  suatu   kegiatan  mengumpulkan  informasi  mengenai
kinelja sesuatu (metode, manusia, peralatan), dimana informasi tersebut
akan dipakai untuk menentukan alternatif dalam membuat keputusan.

16.   Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah   Daerah  yang  selanjutnya
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5
(lima) tahun.

17.   Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk
periode 5 (lima) tahun.

18.   Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen
yang  memuat  kebijakan  bidang  pendapatan,  belanja,  dan  pembiayaan
serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

19.   ELoritas  dan  Plafon  Anggaran  Sementara  yang  selanjutnya  disingkat
PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal
anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program
sebagal   acuari   dalam   penyusunan   RKA   Perangkat   Daerah   sebelum
disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

20.   Rencana   Kelja   dan   Anggaran   Perangkat   Daerah   yang   selanjutny
disingkat  RKA  adalah  dokumen  perencanaan  dan  penganggaran  yam
berisi   rencana  pendapatan,   rencana  belanja  program   dan   kegiatan
perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan
APBD.

21.   Kebijakan dan Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat
KSOP adalah pedoman Perangkat Daerah dalam melakukan proses bisnis,
tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 2

Maksud  ditetapkannya  Peraturan  Bupati  ini  untuk  acuan  bagi  seluruh
pejabat/pegawai   di   daerah   untuk   melakukan   pengelolaan   risiko   pada
Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertuj uar untuk memberikan panduan dalaln mengelola
risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah.



BAB  11
PENGELOLAAN RESIKO

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

(1)  Pengelolaan  risiko  Pemerintah  Daerah  dilakukan  atas  tujuan  strategis
pemerintahan  daerah,  tujuan  strategis  perangkat  daerah,  dan  tujuan
pada tingkatan kegiatannya.

(2)  Pengelolaan risiko dilakukan melalui:
a. pengembangan budaya sadar risiko;
b. pembentukan struktur pengelolaan risiko; dan
c. penyelenggaraan proses pengelolaan risiko.

(3)  Pedoman   pengelolaan   resiko   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1),
tercantum  dalam  Lampiran yang  merupakan  bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pengembangan Budaya Sadar Risiko

Pasal 5

( 1)  Pengembangan budaya sadar risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4   ayat   (2)   huruf  a   dilakukan   sesuai   dengan   nilai-nilai   organisasi
Pemerintah Daerah.

(2)  Pengembangan budaya sadar risiko sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)
dilakukan melalui:
a. sosialisasi   pemahaman   risiko   kepada   setiap   pegawai   di   seluruh

tingkatan organisasi disetiap satuan kelja;
b. internalisasi   pengelolaan   risiko   dalam   setiap   proses   pengambilan

keputusari diseluruh tingkatan organisasi; dan
c. pembangunan/perbaikan lingkungan pengendalian yang mendukung

penciptaan budaya sadar risiko.
(3)  Bentuk pengembangan budaya sadar risiko sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), berupa:
a. pertimbangan risiko dalaln setiap pengambilan keputusan;
b. sosialisasi berkelanjutan pentingnya manajemen risiko;
c. penghargaan terhadap pengelolaan risiko yang baik; dan
d. pengintegrasian manajemen risiko dalam proses organisasi.

Bagian Ketiga
Pembentukari Struktur Pengelolaan Risiko

Pasal 6

(1)  Dalam  melakukan  pengelolaan  risiko  dibentuk  struktur  pengelolaan
risiko, yang terdiri atas:
a. Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko;
b. Sekretaris  Daerah  sebagai  koordinator  penyelenggaraan  pengelolaan

risiko Pemerintah Daerah ;
c. pimpinan Perangkat Daerah sebagai UPR;



d. Asisten Sekretaris Daerah sebagal unit kepatuhan; dan
e. Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan.

(2)  Bupati   sebagai   penanggung  jawab   pengelolaan   risiko   sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang menetapkan arab kebijakan
pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.

(3)  Sekretaris   Daerah   sebagai   koordinator   penyelenggaraan   pengelolaan
risiko Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b
berwenang    mengoordinasikan     pengelolaan     risiko     di     lingkungan
Pemerintah Daerah.

(4)  Pimpinan Perangkat Daerah  sebagai UPR sebagaimana dimaksud  pada
ayat  (1)  huruf  c  bertanggung jawab  melakukan  pengelolaan  risiko  di
lingkup keljanya.

(5)  Asisten    Sekretaris    Daerah    sebagai    unit    kepatuhan    sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf d  memantau  pelaksanaan  pengelolaan
risiko pada UPR di lingkungan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.

(6)  Inspektur Daerah  sebagai penanggung jawab pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 1) huruf e berwenang memberikan keyakinan yang
memadai atas penerapan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.

Pasal 7

( 1)  Dalam rangka mendukung pengelolaan risiko Pemerintah Daerah, Bupati
membentuk Komite Pengelolaan Risiko.

(2)  Komite  Pengelolaan  Risiko  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  terdiri
atas:
a. Bupati sebagai ketua;
b. Kepala  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah,   Penelitian  dan

Pengembangan sebagai koordinator merangkap anggota; dan
c. Kepala Perangkat Daerah sebagai anggota.

Pasal 8

Komite  Pengelolaan  Risiko  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  7  memiliki
tu8as:
a.   merumuskan   kebijakan,   arahan   serta   menetapkari   hal-hal   terkait

keputusan strategis yang menyimpang dari prosedur normal;
b.   melakukan pembinaan terhadap  pengelolaan risiko Pemerintah  Daerah

yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi dan pelatihan pengelolaan
risiko di lingkungan Pemerintah Daerah; dan

c.   membuat   laporan    semesteran   dan   tahunan   kegiatan    pembinaan
pengelolaan  risiko yang disampaikan kepada Bupati melalui  Sekretaris
Daerah.

Pasal 9

UPR  sebagai penanggung jawab  pengelolaan  risiko  sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (4) terdiri atas:
a.   UPR tingkat pemerintah Daerah;
b.   UPR tingkat Administrator; dan
c.    UPR tingkat pengawas.
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Pasal  10

(1)  UPR tingkat Pemerintah  Daerah  sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 9
huruf a memiliki tugas:
a. menyusun strategi pengelolaan risiko di tingkat Pemerintah Daerah;
b. menyusun  rencana  kelja  pengelolaan  risiko  di  tingkat  Pemerintah

Daerah;
c. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan

dan sasaran strategis Pemerintah Daerah;
d. melakukan   kegiatan   penanganan   dan   pemantauan   risiko   hasil

identifikasi dan analisis risiko; dan
e. menatausahakan proses pengelolaan risiko.

(2)  UPR tingkat Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b
memiliki tugas :
a. menyusun  strategi  pengelolaan  risiko  di  tingkat  unit  Administrator

pada setiap Perangkat Daerah;
b.menyusun    rencana    kelja    pengelolaan    risiko    di    tingkat    unit

Administrator pada Perangkat Daerah;
c. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan

dan sasaran strategis Perangkat Daerah;
d. melakukan   kegiatan   penanganan   dan   pemantauan   risiko   hasil

identifikasi dan analisis risiko; dan
e. menatausahakan proses pengelolaan risiko.

(3)  UPR  tingkat  Pengawas  sebagaimana  dimaksud  dalarn  Pasal  9  huruf c
memiliki tugas :
a. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan

dan sasaran kegiatan;
b. melakukan   kegiatan   penanganan   dan   pemantauan   risiko   hasil

identifikasi dan analisis risiko; dan
c. menatausahakan proses pengelolaan risiko.

Bagian Keempat
Penyelenggaraan I+oses Pengelolaan Risiko

Paragraf 1
Umum

Pasal  1 1

( 1)  Proses pengelolaan risiko meliputi:
a. identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian ;
b. penilaian risiko;
c. kegiatan pengendalian;
d. informasi dan komunikasi; dan
e. pemantauan.

(2)  Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diterapkan
dalam suatu siklus berkelanjutan.

(3)  Setiap  siklus sebagaimaria dimaksud  pada ayat (2)  mempunyai periode
penerapan selama 1 (satu) tahun.

(4)  Proses  pengelolaan  risiko  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  harus
menjadi   bagian   yang   terpadu    dengan   proses   manajemen   secara
keseluruhan, menyatu dalam budaya organisasi dan disesuaikan dengan
fungsi organisasi Perangkat Daerah.



Paragraf 2
Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Pasal 12

(1)  Identifikasi   kelemahan   lingkungan   pengendalian   diperlukan   untuk
menentukan    rencana    penguatan    lingkungan    pengendalian    dalam
mendukung penciptaan budaya risiko dan pengelolaan risiko.

(2)  Identifikasi kelemahari lingkungan pengendalian dilakukan pada tingkat
Pemerintah Daerah dengan cara mengidentifikasi kelemahan dalam setiap
sub unsur lingkungan pengendalian intern.

Paragraf 3
Penilaian Risiko

Pasal 13

( 1)  Penilaian risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat
menghambat pencapaian tujuan instansi pemerintah dan merumuskan
kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko.

(2)  Penilaian risiko dilakukan atas:
a. tujuan strategis Pemerintah Daerah;
b. tujuan strategis Perangkat Daerah; dan
c. tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah.

(3)  Penilaian  risiko  atas  tujuan  strategis  Pemerintah  Daerah  sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan bersamaan dengan proses
penyusunan RPJMD atau segera setelah diselesaikannya RPJMD.

(4)  Penilaian  risiko  atas  tujuan  strategis  Perangkat  Daerah  sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan bersamaan dengan proses
penyusunan     renstra     Perangkat     Daerah     atau     segera     setelah
diselesaikannya renstra Perangkat Daerah.

(5)  Penilaian  risiko  atas  tujuan  operasional  (kegiatan)  Perangkat  Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)  huruf c dilaksanakan bersamaan
dengan proses penyusunan RKA Perangkat Daerah atau  segera setelah
diselesaikannya RKA Perangkat Daerah.

(6)  Proses penilaian risiko meliputi:
a. penetapan tujuan;
b. identifikasi risiko; dan
c. analisis risiko.

Pasal  14

(1)  Penetapan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal  13 ayat (6) huruf
a terdiri dari tahap penetapan tujuan dan penilaian resiko.

(2)  Penetapan   tujuan   bertujuan   untuk   menjabarkan   tujuan   Perangkat
Daerah dan tujuan kegiatan sesuai dengan rencana strategis dan rencana
kineq.a tahunan.

Pasal 15

(1)  Tujuan  dalam  penilaian  risiko  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  13
ayat (2) dibagi menjadi 3 (tiga) tingkatan yaitu:
a.  tujuan strategis Pemerintah Daerah;
b.  tujuan strategis Perangkat Daerah; dan
c.  tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah.



(2)  Tujuan strategis Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)
huruf a, tercantum dalam dokumen RPJMD.

(3)  Tujuan strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)
huruf b, tercantum dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah.

(4)  Tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat ( 1) huruf c, tercantum dalam dokumen RKA Perangkat Daerah.

Pasal  16

( 1)  Penetapan  kriteria  penilaian  risiko  bertujuan  memberikan  pemahaman
yang sama mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko.

(2)  Kriteria penilaian risiko meliputi:
a. skala dampak risiko;
b. skala kemungkinan risiko; dan
c. skala tingkat risiko.

Pasal  17

(1)  Identifikasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) huruf b
bertujuan   untuk   mengidentifikasi   risiko   yang   dapat   menghambat
pencapaian tujuan di lingkungan Pemerintah Daerah yang meliputi:
a.  tujuan strategis Pemerintah Daerah;
b.  tujuan strategis Perangkat Daerah; dan
c.   tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah.

(2)  Tahap pelaksanaan identifikasi risiko meliputi kegiatan:
a. mengidentifikasi berbagai risiko yang menghambat pencapaian tujuan,

pemilik risiko, sebab risiko, sumber risiko, dan dampak risiko; dan
b. mendokumentasikan proses identifikasi risiko dalam daftar risiko.

Pasal 18

(1)  Analisis risiko  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  13  ayat  (6)  huruf c
merupakan  langkah  untuk  menentukan  nilai  dari  suatu  sisa  risiko
dengan mengukur nilai kemungkinan dan darnpaknya.

(2)  Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dapat
ditentukan tingkat risiko sebagai infomasi untuk menciptakan RTP.

(3)  Tahap pelaksanaan analisis risiko meliputi kegiatan:
a. melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko;
b. memvalidasi risiko;
c. melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan; dan
d. menyusun RTP.

Paragraf 4
Kegiatan Pengendalian

Pasal  19

( 1)  Kegiatan  pengendalian  merupakan  tahap  untuk  mengimplementasikan
RTP.

(2)  Implementasi RTP meliputi kegiatan:
a. pembangunan  infrastruktur  pengendalian  yang  antara  lain  dapat

berupa kebijakan dan/atau prosedur; dan
b. pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.



Paragraf 5
Inforlnasi dan Komunikasi

Pasal 20

(1)  Informasi dan komunikasi bertujuan untuk memastikan telah terdapat
komunikasi  internal  dan  ekstemal  yang  efektif dalam  setiap  tahapan
pengelolaan  risiko,  dari  penilaian  kelemahan  lingkungan pengendalian,
proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.

(2)  Pemerintah Daerah menggunakan berbagai bentuk dan sarana informasi
dan komunikasi yang efektif dalam melakukan pengelolaan risiko.

Paragraf 6
Pemantauan

Pasal 2 1

( 1 )  Pemantauan dilaksanakan untuk memastikan bahwa pengelolaan risiko
telah dilakukan sesuai dengan ketentuan.

(2)  Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan  secara beljenjang mulai dari
Bupati, Kepala Perangkat Daerah (Administrator), Kepala Bagian/Kepala
Bidang  (Pengawas)  dan  Pelaksana  sesuai  dengari  ruang  lingkup  dan
kewenangannya.

(3)  Pelaksanaan  pemantauan  pengelolaan  risiko  Pemerintah  Daerah  oleh
Bupati dapat didelegasikan kepada unit kepatuhan.

(4)  Pemantauan  dalam  bentuk  evaluasi  terpisah  dapat  dilaksanakan  oleh
Inspektorat  selaku  penanggung jawab  pengawasan  pengelolaan  risiko
meliputi audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan lainnya.

BAB Ill
PELAPORAN

Pasal 22

( 1)  Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko,  Pemerintah
Daerah menyusun laporan pengelolaan risiko.

(2)  Laporan pengelolaan risiko meliputi:
a. Iaporari pelaksanaan penilaian risiko;
b. 1aporan berkala pengelolaan risiko oleh UPR; dan
c. Iaporan   berkala  pemantauan  risiko  oleh  unit  kepatuhan  intemal

(Inspektorat).
(3)  Irdporan pelaksanaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a

disusun  setelah  dilakukan  penilaian  risiko  yang  terdiri  dari  penilalan
risiko strategis Pemerintah Daerah,  penilaian risiko strategis Perangkat
Daerah dan penilaian risiko operasional Perangkat Daerah.

(4)  Laporan pelaksanaan risiko dibuat oleh UPR disampaikan kepada Bupati,
tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Inspektorat.

(5)  Laporan pelaksanaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
dapat berupa dokumen penilaian risiko atau dokumen RTP.

(6)  Laporan  berkala  pengelolaan  risiko  oleh  UPR  sebagaimana  dimaksud
pada ayat (2)  huruf b  dilakukan  secara triwulanan  dan  tahunan yang
disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah
dan Inspektorat.



(7)  Laporan  berkala  pengelolaan  risiko  oleh  UPR  sebagaimana  dimaksud
pada   ayat   (2)   huruf  b   untuk   tingkat   entitas   Pemerintah   Daerah
dikoordinasikan oleh UPR Pemerintah Daerah, sedangkan untuk tingkat
strategis  Perangkat  Daerah  dan  tingkat  operasional  Perangkat  Daerah
dikoordinasikan oleh UPR tingkat Administrator.

(8)  Irdporan   berkala   pemantauan   risiko   oleh   Unit   Kepatuhan   lnternal
(Inspektorat)  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  huruf c  dilakukan
secara triwulanan dan tahunan yang disampaikan kepada Bupati dengan
tembusan kepada Sekretaris Daerah

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kubu Raya
Nomor  18  Tahun  2018  tentang  Pedoman  Penerapan  Manajemen  Resiko  di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 24

DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

IZAM

BERI RAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2022  NOMOR ...9.?..



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR    8SL    TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO
DI     LINGKUNGAN     PEMERINTAH
KABUPATEN KUBU RAYA

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

I.   PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

1. Peraturan   Pemerintah   Nomor   60   Tahun   2008   tentang   Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah,  khususnya bagian ketiga Pasal  13
ayat   (1)   yaitu   Pimpinan   lnstansi   Pemerintah   wajib   melakukan
penilaian risiko; dan

2. Dalam rangka peningkatan kualitas penerapan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah diperlukan Pedoman Pengelolaan Risiko.

8. Tujuan Penyusunan Pedoman
Penyusunan pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan dalam:
1. mengelola   risiko   dalam   rangka   mendukung   pencapaian   tujuan

Pemerintah Daerah; dan
2. mengidentifikasi,   menganalisis,   dan   mengendalikan   risiko   serta

memantau  aktifitas  pengendalian  risiko  di  lingkungan  Pemerintah
Daerah.

11. KEBIJAKAN PENGELOLAAN RISIKO
A. Penetapan konteks pengelolaan risiko

Konteks  pengelolaan  risiko  pada  Pemerintah  Daerah  dilakukan  atas
tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis Perangkat Daerah
dan tujuan pada tingkat kegiatan (operasional) Perangkat Daerah.
1 . Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Pengelolaan     risiko     strategis     Pemerintah     Daerah     bertujuan
mengendalikan   risiko-risiko   prioritas   atas   tujuan   dan   sasaran
strategis Pemerintah Daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD.
Pengelolaan risiko strategis tingkat Pemerintah Daerah dilakukan oleh
Bupati bersama Wakil Bupati, dibantu oleh Kepala Perangkat Daerah
selaku UPR tingkat Pemerintah Daerah di bawah koordinasi Sekretaris
Daerah.



2. Pengelolaan Risiko Strategis Perangkat Daerah
Pengelolaan      risiko      strategis      Perangkat      Daerah      bertujuan
mengendalikan   risiko-risiko   prioritas   atas   tujuan   dan   sasaran
strategis    Perangkat    Daerah    yang    tertuang    dalam    dokumen
Perencanaan Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) .
Pengelolaan risiko strategis Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-
masing Pimpinan Perangkat Daerah bersama jajaran manajemennya
sebagai  UPR  tingkat Administrator  dan  UPR  tingkat  Pengawas  dan
Pelaksana.

3. Pengelolaan Risiko Operasional Perangkat Daerah
Pengelolaan     risiko     operasioal     Perangkat     Daerah     bertujuan
mengendalikan   risiko-risiko   prioritas   atas   tujuan   dan   sasaran
operasional kegiatan utama Perangkat Daerah yang tertuang dalam
dokumen   perencanaan  kelja  tahunan   Perangkat  Daerah,   seperti
Penetapan  Kinelja  Perangkat  Daerah  (Perkin)  dan  Rencana  Kelja
Perangkat Daerah (Renja dan/atau RKPD) . Pengelolaan risiko strategis
dan  operasional  tingkat  Perangkat  Daerah  dilakukan  oleh  masing-
masing Pimpinan Perangkat Daerah bersama jajaran manajemennya,
dibantu sebagai UPR tingkat Administrator dan UPR tingkat Pengawas
dan Pelaksana.

8. Penetapan kriteria penilian risiko
Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan pemahaman
yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan risiko di
lingkup Pemerintah Daerah mengenai kriteria penilaian dan analisis atas
risiko-risiko   yang   telah   diidentifikasi   sebagai   dasar   pengambilan
keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima maupun tingkat
risiko yang tidak dapat diterima dan memerlukan respon penanganan
lebih lanjut. Kriteria penilaian risiko terdiri dari 3 komponen yaltu Skala
Dampak  Risiko,  Skala  Kemungkinan  Teljadinya  (Probabilitas)  Risiko,
dan Skala Tingkat Risiko (Nilai Risiko) .

1 . Skala Dampak Risiko
Pada  skala  dampak risiko  terdapat kategori  risiko yang diperlukan
untuk menjamin agar proses identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko
dilakukan secara komprehensif. Penentuan kategori risiko didasarkan
pada  penyebab   risiko.   Kategori   risiko   di   lingkungan   Pemerintah
Daerah meliputi:

KATEGORIRISIKO KETEENGAV

Risiko Fiskal Risiko yang disebabkan  oleh  segala  sesuatu yang  dapat
menimbulkan tekanan fiskal terhadap APBD atau sumber
risiko    fiskal    sebagalmana    dinyatakan    dalam    Nota
Kesepahaman.

Risiko Risiko yang disebabkan oleh adanya penetapan kebijakan
Kebijakan organisasi atau kebijakan dari internal maupun ekstemal

onganisasi yang berdampak langsung terhadap onganisasi.
Risiko Risiko yang  disebabkan  organisasi atau  pihak  ekstemal
Kepatuhan tidak mematuhi dan/ atau tidak melaksanakan peraturan

perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.
Risiko Legal Risiko  yang  disebabkan  oleh  adanya  tuntutan  hukum

kepada organisasi.
Risiko Frcittc! Risiko yang disebabkan oleh kecurangan yang disengaja

oleh pihak internal yang merugikan keuangan daerah.



Risiko Risiko    yang    disebabkan    oleh menurunnya    tingkat
Reputasi kepercayaan    pemangku    kepentingan ekstemal   yang

bersumber dari persepsi negatif terhadap onganisasi.
Risiko Risiko yang disebabkan oleh:
Operasional a. ketidakcukupan  dan/atau  tidak  berfungsinya  proses

internal, kesalahan manusia, dan kegagalan sistem.
b. adanya    kejadian    ekstemal yang mempengaruhi

operasional onganisasi.

2. Skala Probabilitas Risiko
Menetapkan  kriteria  risiko  disusun  pada  awal  penerapan  Proses
Manajemen  Risiko  dan  harus  ditinjau  ulang  secara  berkala,  serta
disesuaikan  dengan  perubahan  kondisi  organisasi.  kriteria  risiko
mencakup   kriteria   kemungkinan   teljadinya   risiko   dan   kriteria
dampak, dengan ketentuan sebagai berikut:
1 ) Kriteria kemungkinan terjadinya risiko ¢].feezz.hood/

a) Kriteria    kemungkinan    teljadinya    risiko     ¢{.kezihooc!/    dapat
menggunakan    pendekatan    statistik    forobab€Zfty/,    frekuensi
kejadian  per  satuan  waktu  (hari,  minggu,  bulan,  tahun),  atau
dengan expert judgemerit.

b) Penentuari  peluang  teljadinya  risiko  di  lingkungan  Pemerintah
Daerah  menggunakan pendekatan kejadian per satuan waktu,
yakni dalam periode  1  (satu) tahun. Ada dua kriteria penentuan
kemungkinan   yaitu   berdasarkan   persentase   atas   kegiatan/
transaksi/unit yang dilayani dalam  1  (satu)  tahun dan jumlah
frekuensi kemungkinan teljadinya dalam 1 (satu) tahun.

c) Level   kriteria   kemungkinan   teljadinya   risiko   di   lingkungan
Pemerintah Daerah meliputi:

Level Kemungkinan

Krite ria Ke mungkinan

Persentasi Jumlah frekuensi
kemungkinan teljadi kemungkinan teljadi

dalam 1 periode dalam 1 periode
Hampir tidak teljadi x s 50/o Sangat].arang: < 2 kali

(11 dalam 1 tahun
Jarang teljadi 5 o/o < x s 1 0 0/o Jarang: 2 kali s.d. 5

(2) kali dalam 1 tahun
Kadang terjadi 1 o o/o < x i 2 o o/o Cukup sering: 6 s.d. 9

(3) kali dalam 1 tahun
Sering teljadi 2oo/o < x s; 5oo/o Sering:  10 s.d.  12 kali

(4) dalam 1 tahun
Hampir pasti teljadi x = 500/o Sangat sering: >  12 kali

(5) dalam 1 tahun

d) Penggunaan kriteria kemungkinan ditentukan oleh pemilik risiko
dengan pertimbangan sebagai berikut:
•   Persentase digunakan apabila terdapat populasi yangjelas atas

kegiatan tersebut.
•  Jumlah digunakan apabila populasi tidak dapat ditentukan.



3. Skala Nilai Risiko
Skala  nilai  adalah  hasil  perkalian  antara  skala dampak risiko  dan
skala probabilitas risiko.

Matriks analisisrisiko5x5 Level Dampak
1 2 3 4 5

TidakSignifikan Minor Moderat Signifikan SangatSignifikan

€'E,ii!'P€iii£

5
Hampirpastiteriadi

9 15 18 23 25

4 Serin8teljadi 6 12 16 19 24

3 Kadangteq'adi 4 10 14 17 22

2 Jaran8teljadi 2 7 11 13 21

1

Hampirtidakterjadi
I 3 5 8 20

C. Waktu, tahapan dan pihak terkait dalam pengelolaan risiko
Waktu,  tahapan  dari  pihak  terkait  dalam  pengelolaan  risiko,  adalah
sebagai berikut:

No Waktu
TahapanManajemenPemda Tahapan Pengelolaan Pelaksana Output Tahapan

Etisiko Pengelolaan Risiko

1. Proses Proses Arahan   dan   Kebijakan - Kornite Dokumen   Arahan
Penyusunan Penyusunan penilaian        risiko        5 Pengelolaan dan          kebij akan
RPJMD (satu RPJMD tahunan Ftisiko penilaian   risiko   5
tahun sebelum -Penyu s unan            Rlsiko -Sekda       selaku Tahunan
RPJMD 5 Strategis Pemda Koordinator Daftar   risiko   dan
tahunan -UPR           Pemda RIP           Strategis
ber]alan sdRPJMDditetapkan) (Bupati          dankepalaPerangkatDaerahl Pemda

2. Proses Proses Penyu sunan           Risiko - Komite altar    Risiko    dan
Penyusunan Penyusunan Strategis           Perangkat Pengelolaan p              strate8is
Renstra Renstra Daerah risiko erangkat Daerah
Perangkat Perangkat -Sekda       §elaku
Daerah      (SatuTahunsebelumRPJMD5tahunanber]alansdRPJMDditetackan) Daerah koordinatorUPRtingkatPerangkatDaerah)

3. Januari   -   Mei Penyusunan Arahan   dan   Kebijakan Komite Dokumen   Arahan
Tahun x-1 RKPD            dan penilaian risiko tahunan Pengelolaan dan          kebij akan

Renja PD RIsiko penilaian        risikotahunan

4. Agustus- Penyusunan Penyusunan            Risiko Kepala  Perangat Daftar   risiko   dan
September x-1 RRA  Perangkat Operasional     Perangkat Daerah RTP      Operasional

Daerah(Penctapanrencanasasaran danpaguanggaranperkegiatan) Daerah -UPR          tingkatPerongkatDaerah Perangkat Daerah



5. Oktober Tahun Penyusunan Pengkomunikasian - Kepala Perbaikan RIP
x-1 RAPBD,    Perda Risiko dan RTP, Perangkat KSOP

APBD Daerah Notulen
- KomitePengelolaanRlsiko Pengkomunikasian

6. November- Penyusunan - Penyusunan  atau  Revisi -UPR          tingkat Finalisasi      Daftar
Desenber Rancangan KSOP Pemerintch risiko dan RIP
Tahun x-1 Dokumen - Pengkomunikasian Daerah,   tingkat

PelaksanaanAnggaranPerangkatDaerch,danpenetapanDokumenPelaksanaanAnggaranPerangkatDaerah Perubahan KSOP PerangkatDaerah-SekretarisDaerah selakukoordinator

7. Januan         sd Pelaksan- Penyusunan              atau - Komite KSOP
Desember APBD penyempumaan     KSOP Pengelolaan
Tahun x (Tindak lanjut RIP) Risiko-UPR      tingkatPemda,tingkatPerangkatDaerah

Pelaksanaan KSOP Komite Bukti  Pelaksanaan
PengelolaanRisiko-KepalaPerangkatDaerah-PelaksanaProgram  danKeriatan KSOP

Berkala Pelaporan dan - UPR tingkat Form Monitoring
(Triwulanan) Monitoring risiko dan Pemerintah Risiko

KSOP Daerah, tingkat Form Monitoring
Administrator,PengawasdanPelaksanaUnitKepatuhan-SekretansDaerahselakukoordinator Tindak Lanjut RIP

Pemantauan        Kiner]a, - Unit   Kepatuhan Notulen Rapat
risiko,     dan    efektiritas Pengelolaan Laporan
KSOP yang dibangun Risiko Pemantauan(tnwulanan,tahunan,5tahunan)

Juni - Juli Penyusunan - Reviu dan pemutakhiran - UPR  Pemerintah Daftar   Risiko   dan
Tahun x KUA             PPAS Risiko                   Strategis Daerch    (Bupati RTP            Strategis

(Penetapan Pemerintah Daerah. dan            Kepala Pemda     yang     di
sasaran  makro Catatan: Perangkat mutakhirkan
dan            pagu Risiko                      S trategis Daerah
anggaran Pemerintah  Daerah  akan - Sekretaris
Pemda) direvlu                             dan Daerch     selaku

dimu takhirkan         setiaptahun koordinator

A8ustus - Penyugunan Reviu dan pemutakhiran Bupatl Daftar   Risiko  dan
September  x RKA  Perangkat Risiko  Strategis  (Eintitas) - Sekretaris RIP            Strategis

Daerah Perangkat Daerah Daerah     selaku Perangkat Daerah
(Penetapan Catatan: Koordinator
rencana Risiko  strategis  (entitas) -UPR          tmgkat
sasaran       dan Perangkat  Daerah  akan Perangkat
pagu  anggaran diriviu                             dan Daerah
per kegiatan dimutakhirkan       setiaptahun

8. Januan - Pelaporan Pelaporan      Pengelolaan - Bupati Laporan
Februan Keuangan Risiko Tahun x - Kepala Pengelolaan  Risiko
Tahun 2022+ 1 PerangkatDaerah-UPRtingkatPemda,tingkatPerangkatDaerah-UnitKepatuhan Tahun x



- SekretarisDaerahSelakuKoordinator

9. Februari~ Reviu      Aparat Evaluasi pengelolaan - Inspektorat Laporan    Evaluasi
Maret Tahun Pengawas risiko oleh Aparat (Aparat Pengelolaan Risiko
x+1 Intern Pengawas lntern Pengawas lntern

Pemerintah Pemerintah Pemerintah)Dacrch

Penilaian M aturitas - Bupati Laporan   Penilaian
Sistem PengendaJian Kepala Maturitas     Sistem
Intern Pemerintah Perangkat Pengendalian

Daerah-Inspektorat(AparatPengawaslnternPemerintah)Daerah Intern Pemerintah

Ill.  PENGELOLAAN RISIK0 PEMERINTAH DAERAH
A. Struktur Pengelolaan Risiko

Struktur  pengelolaari  risiko  Pemerintah  Daerah  dapat  digambarkan
sebagai berikut:

Struktur Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah

Komite Pengelolaan
Fzisiko

Unit Kepatuhan
Asisten Sekda / Unit

Yang Ditunjuk

PenangEningJawatb
Bupati

• Koordinator Penyelenggaraan Pengelola Risiko
•UPR tingkat Administrator

Sekretaris Daerah

Unit Pemilik Risiko Tingkat
Pemerintah Daerah

UPR tmgkat
Administrator

•   Penaggung Jawab Pengawasan
•   UPR Administrator
•   lnspektur Daerah

I    Sekretariat DPRD

ng pads Sekretanat,
iat Daerali Baglan

I

na padaatDaerah Pelaksana

Kepala Perangkat
Daerah

Sekretanat,
Bidrg

Pelaksana

Kepala
unTD

Kepala Badan
Daerah

Sekretariat,
Bidang

Pelaksana

Struktur pengelolaan risiko diuraikan sebagai berikut:
1.        Penanggung jawab;
2.        Koordinator penyelenggaraan;
3.          UPR;
4.        Komite pengelolaan risiko tingkat pemerintah Daerah ;
5.        Unit kepatuhan; dan
6.        Penanggung jawab pengawasan.



a. Proses Pengelolaan Risiko
Pengelolaan  Risiko  dilakukan  oleh  seluruh jajaran  manajemen  dan
segenap  pegawai di  lingkungan  Pemerintah  Daerah  dengan  tahapan
sebagal berikut:

Tahapan proses pengelolaan risiko Pemerintah Daerah, terinci sebagai
berikut:
1 . Identifikasi Kelemahan lingkungan pengendalian

a. Persiapan Penilaian kelemahan lingkungan pengendalian ;
b. Penilaian awal atas kerentanan lingkungan pengendalian melalui

reviu dokumen;
c. Survei    terhadap    lingkungan    pengendalian    melalui    Confroz

Eiwiroutmerit Euaha;tion (CEB)., dan
d. Simpulan  kelemahan  lingkungan  pengendalian  urusan  wajib/

pilihan.
2. Penilaian Risiko

a. Penetapan Konteks/Tujuan
1) Menetapkan   konteks/tujuan   dan   pemilihan   tujuan   urusan

wajib / pilihan yang akan dilakukan penilaian risiko;
2) Persiapan penilaian risiko urusan wajib/pilihan:

a) Menetapkan  kriteria  dan  skala  dampak  dan  kemungkinan
risiko;

b) Menetapkan tingkat risiko yang dapat diterima.
b. Identifikasi Risiko
c. Analisis Risiko

1) Melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko;
2) Memvalidasi risiko;
3) Melakukan    evaluasi    pengendalian    yang    ada    dan    yang

dibutuhkan;
4) Menyusun RTP:

a) Merumuskan     tindakan     untuk     mengatasi     kelemahan
lingkungan pengendalian ;

b) Merulliuskan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan dalalli
rangka mengatasi risiko;

c) Menyelaraskan rencana tindak pengendalian;
d) Menyusun  rancangan  informasi  dan  komunikasi  atas  RTP;

dan
e) Menyusun  rancangan  monitoring  dan  evaluasi  risiko  dan

RTP.



3. Kegiatan Pengendalian
a. Pembangunan   infrastruktur  yang   meliputi   penyusunan   atau

penyempumaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari
RTP;

b. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.
4. Informasi dan Komunikasi

Pengkomunikasian pengendalian yang dibangun.
5. Pemantauan

a. Pemantauan atas implementasi pengendalian;
b. Pemantauan kejadian risiko.

IV.  PELAPORAN
A. Pelaporan pelaksanaan penilaian risiko.
8. Pelaporan berkala pengelolaan risiko oleh UPR.
C. Pelaporan berkala pemantauan pengelolaan risiko oleh unit kepatuhan

internal.

A,

.i,`
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KODE RESIKO

Tingkat Tahun Jenis Perangkat Nomor urut Kode
Risiko PelaksanaanPenilaian Risiko Dacrah yangMenilai Permgkat Dacrah

RSP 20XX 01 I I RSP.19.1.1.01
RSO 20XX 02 5 1 RSO.19.2.5.01
ROO 20XX 03 25 1 ROO.19.3.25.01

Tingkat Risiko, terdiri dari 3 huruf sebagai berikut:
RSP    : Strategis Pemerintah Daerah
RSO   : Strategis Perangkat Daerah
ROO  : Operasional Perangkat Daerah
Jenis Risiko menggambarkan urusan Pemerintah Daerah terdiri dari 2 angka
sebagai berikut:

®

01    Pendidikan

02   Kesehatan

03    Pu danTata Ruang

04   Perumahan dan Kawasan Permukiman

05   Ketentraman, Ketertiban Umum, dan

Masyarakat

06    Sosial

07   Tenaga Kerja

08   Pemberdayaan Perempuan & Pelindungan

09    Pan8an

10    Pertanahan

11    Lingkungan Hidup

12   Administrasi kependudukan dan

13   Pemberdayaan masyarakat dan desa

14   Pengendalian penduduk dan keluarga

15   Perhubungan

16    Komunikasi dan informatika

17    KUKM

18    Penanaman Modal

19    Kepemudaan dan olah raga

20   Statistik

21    Persandian

22    Kebudayaan

23    Perpustakaan

24    Kearsipan

25    Kelautan dan perikanan

26    Pariwisata

27    Pertanian

28    Kehutanan/Perkebunan

29    Energi dan sumberdaya mineral

30    Perdagangan

31    Perindustrian

32    Transmigrasi

33    Penyusunan Kebijakan dan Koordinasi

34    Administrasi Kesekretariatan DPRD

35    Pembinaan dan pengawasan

36    Perencanaan pembangunan, Iitbang

37    Keuangan dan pendapatan

38    Kepegawaian dan pengembangan SDM

39    Bencana

40    Po'itik

99    Lainnya

Perangkat Daerah yang menilai:
1.   Pemerintah Daerah;
2.   Sekretariat Daerah;

3.    Sekretariat DPRD;

4.   Inspektorat Daerah;
5.   Satuan Polisi Pamong Praja;
6.   Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
7.   Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;



8.   Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
9.   Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
10. Badan Pendapatan Daerah;
11. Badari      Perencanaan      Pembangunan      Daerah,      Penelitian      dan

Pengembangan;
12. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
13. Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15. Dinas Kesehatan

16. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
17. Dinas Perkebunan dan Peternakan
18. Dinas Komunikasi dan Informatika
19.Dinas    Koperasi    Usaha    Kecil    dan    Menengah    Perindustrian    dan

Perdagangan
20. Dinas  Pekeljaan  Umum  dan  Penataan  Ruang  Perumahan  Rakyat  dan

Kawasan Permukiman
21. Dinas   Pemberdayaan   Perempuan   Perlindungan   Anak   Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana
22. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
23. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
24. Dinas Perhubungan
25. Dinas Perikanan
26. Dinas Lingkungan Hidup

27. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
28. Dinas Sosial

29. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kelja
30. Kecamatan Sungai Raya
31. Kecamatan Rasau Jaya
32. Kecamatan Batu Ampar
33. Kecanatan Kuala Mandor 8
34. Kecamatan Teluk Pakedai
35. Kecamatan Kubu

36. Kecamatan Sungai Kakap
37. Kecamatan Terentang
38. Kecamatan Sungai Ambawang



Form 1.a

RiHCAplTulASI IIASIL KUEsloNR PENIIAIAN IINGKUNGAN PENGENDALLAN n`rnmN
CONTROL ENVIRONMENT EVALUATI ON (CEE)

Pemerinfah Daerah                                                       :      Pemerin(ah Kal)upaten Kubu Raydy provinri Kalinantan Barat

NO. pERTANyAANpeuEsloNER TAWABAN RESPONDENHl} sn4puLANKUOSIONERCEE
Rl R2 RI R4    I     R5 R6 Medus

a b C d
A. PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI EIIKA                                                                                                                MEMADAI

1 Pegawai  mendapatkan  pesan  integritas  &  nilai  etika  secara  ru 2 4 3 3 3 2 3
Memadaidari pimpimn instansi (misalnya keteladanan, pesan mol.al dan    .

loin)

2 Pemda  telah  memiliki  aturan  perilaku  (mcalnya  kode  etik,  pakta 3 3 3 3 3 3 3
MemQdaiintegritas      dan      aturan      penlaku      pegawai)      yang      tela

dikomunikasikan kepada seluruh pegawal
3 Telah  Lerdapat  funggi  khusus  di  dalam  instansi  yal`g  inelayani 2 4 3 3 3 3 3

Memadaipengaduan masyarakat alas pelanggaran aturan perilaku/kode etik

4 Pelanggaran aturan perhaku/ kode etik telah ditindaklanjuti 3 4 2 3 3 2 3
Memadai

8 KOMITMEN TERIIADAP KOMPEIENSI                                                                                                                              MEMADAI

1 Standar kompetensi setiap pegawai/ posisi jabatan telah di tentukan 3 4 2 3 2 3 3
Memadai

2 Pegawal yang kompeten telah secara tepa I mengisi posisi/ jabahan 2 4 3 3 3 3 3
Memadai

3 Pemerintah    Daerah    telah   memiliki    dan    meneraphan   shale  . 2 3 2 3 3 3 3
Memadaipemngkatan kompetensi pegawai

4 Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusu 3 3 3 3 2 3 3
Memadaimaupun pelat]han terintegrasi seca ra berkala.

C KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF                                                                                                                              KURANG M EMADAI

1 Pimpirmn   lelah   menetapkan   kebijakan   pengelolaan   risiko  yam 2 3 2 2 2 3 2
Kurang Memddaimemberikan kejelasan arah pengelolaan risjko

2 Pimpimn menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dala 3 3 3 4 3 3 3
Memadaipelaksamaan fugas dan pengambilan

3 Pimpinan  membangun  komunikasi  yang  baik  dengan  anggota 2 3 3 3 3 2 3

Memfldai
organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka
menerima / menf!f!ali pelaporan risiko/ masalah

4 Gaya  pimpinan  dapat    mendorong  pegawai  unhik merunghatkan 3 4 3 3 3 3 3
Memadaikinella

5 Pimpinan  menetapken  Sasaran  strategis  yang  selaras  dengan  visi 3 3 3 4 3 3 3
Memadaidan rnisi Pemenntah Daerah

•6
Rencana/sasaran  strategis  Pemerintah  Daerah  telah  dijabarkan  k 3 3 3 4 3 3 3

Memadaidalam sasaran Perangkat Daerah dan tingkat opel`asioaul Peranglca
Daerah

7 Rencarm   stra(egis   dfin   rencarm   kerja   pemerintah   Daerah   tel 2 2 3 3 2 3 2
Kurang Memadaimenyajiken informasi mengenai risiko

8 Pimpinan berperan serta dan inengikutsertakan pejabat yai`g ace 2 3 3 3 2 3 3
Memadai

D pEMBEr`rruKAN STRUKTUR ORGANlsAsl YANG SEsuAI DENGAN KEBUTullAN                                          MEMADAI

1 Setiap  Urusdn  telah  dilaksanakan oleh  Perangkat Daerah dan uni 3 3 3 4 4 3 3
Memadaikerty yang tepat

2 Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasdn 2 3 3 4 4 3 3
Memadaidan  memahami  pecan  dan  tanggung  jawab  musing-masing dale

pengelolaan risiko
3 Pegawai  yang  bertugas  di  Perangkat  Daerah  merupakan  pegawai 2 3 3 4 4 3 3

Memadaitetap dan bukan peg,awai yang bersifat adioc (sementara)



NO. PERTANYAANAIUESIONER TAWABAN RESPONDENqi) slMpurANKUOSIONERCEE
RI RI FB RI    I     RE R6 Modug

a 8 C d
4 Adanyd transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaa 3 4 3 3 4 3 3

Memadaiperan  dan  hanggung  jowab  Inasing-masing  dalam  pengelolaa
risiko

E PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG }AWAB YANG TEPAT                                                        MEMAI)AI

1 Kriteria pendelegasian wewenang telah ditentukan den8an tepat 3 4 3 4 3 2 3
Memadai

2 Pendelegasian   wewenang   dan   tanggung   fawab   dilaksanaka 3 4 3 4 3 3 3
Memadaisecara tepat

3 Kewemngan direviu secara periodik 2 3 3 3 3 2 3 Memadai
F PENYUSUNAN DAN PENERAI'AN KH}ITAKAN YANG SEHAT TEINTANG PEMBINAAN SUMBER    KURANG MEMADAI

DAYA MANUSIA
1 Pemerintah   Daerah   telah   memjliki   Kebijakan   dan   prosedu 2 3 2 3 3 3 3

Memadaipengelolaan    Sumber    Daya    Manusia    yang    lengkap    (seia
rekrutmen sampai denj=an pemberhentian peftawai)

2 RekruiLmen, retensi, mutasi, maupun promosi pemilihan Sumber 2 3 2 3 3 2 3
MemadaiDaya Manusia telah dilakukan dengan baik

3 Insentif pegawai telah sesuai dengan tanggung jawab dan kinelia 3 4 3 1 4 3 3
Memadai

4 Pemerintah Daerah telah menrinternalisasi budaya sadar risiko 2 3 2 2 3 2 2 Kuran£ Memadai
5 Adanya  pemberian  rezt7flrd dan/atau  piir[!.s#rHci.![ atas  pengelo]aa 2 3 2 2 4 3 2

Kurang Memaddi
risiko      (ITusalnya      mempertimbangkan      I)erlanggungiawaba
pengelolaan risiko daLam penilaian kinerja)

6 Terdapat  evaluasi  kinerja  pegawal  dan  telal  dipertimbangka 2 3 2 2 3 3 2
Kurang Mc.madaidalam perhitungan penghasi]an

7 Instansi  telah  lnengalokasikan  anggaran  yang  melmdai  untu 2 3 2 1 3 2 2
Kurang Men`addipengembangan Sumber Daya Manusia

G PERWU)UDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAI YANG EFEKTIF                              MEMADAI

1 Inspektorat   Daerah   melakukan   reviu   alas   efisieusi/efektlvita 3 3 3 4 3 3 3
Memadaipelakeaman setlap urucan/ progl`am secara periodik

2 Iuspektorat  Daerah  melakukan reviu  alas kepatuhan hukum da 3 3 3 3 3 3 3
Memadaiaturan ]airmya

3 lnspektorat   Daerah   memberikan   layanan   fasilitasi   penerapa 2 2 3 3 3 3 3
Memadai

pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP
4 APIP telah melaksaTtakan pengawasan berhasis risiko 3 3 3 3 3 3 3

Memadai

5 Temuan    dan    saran/rekomendasi    pengawasan    APIP    te 3 3 3 3 3 3 3
Memadaiditindakhnjuti

H IIUBUNGAN KERTA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT                                                 MEMADAI

1 Hubung,an  kerja  yang  baik dengan  instansi/orgahisasi  lain yam 3 3 3 3 3 3 3
Memadaimemiliki keterkaitan operasional telah terbangun

2 Hubungan   keria  yang   baik   dengan   instansi   yang   terkait  ata 3 3 3 4 3 3 3
Memadaifungsi  pengawasen/pemerikeaan  (Inspektorat,  BPKP  dan  BPK)

telah tel.bangun

Keterangan:
Kolom c di isi dengan jawaban responden
Keterangan Jawaban:

1  : Tidak Setuju/Belum ado/  belum dibangun
2  : Kurang Setuju/Telah dibflngun/ diterapkan, akan tetapi belum konsisten
3  : Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan balk, tar.i magih bisa ditingkathan
4  : Sangat Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik dan dapat ditularkan ke organisasi lain

Kolom d  di isi  dengan simpulan  hasil penilaian lingkungan pengendalian  trap pertanyaan  dan kesimpulan  tiap  sub unsur
lingkungan pengendalian Misal:
Kesimpulan tiap pertanyaan:
nMemadai",  apabila modus jawaban responden adalah 3 atau 4  dan  "Kurang Memadai" apabila modus jawaban responden

adalah 1 atau 2 kesimpulan sub unsur lingkungan pengendalian.
"Memadai',  apabila  seluruh  simpulan  trap  pertanyaan  pada  sub  unsur  tel.sebut  telah  `Memadai"  dan  'Kurang  Memadai"

apabila terdapat simpulan pertariyaan pada sub unsur tersebut yang "Kurang Memadai".



Form  1.b

CEE Berdasarkan Dokumen
Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern

di Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya

Nama pemerintah Daerah      :Pemerintah Kabupaten  Kubu Raya

Tahun  penilaian                             : 20...

Urusan pemerintahan               :Urusan wajib pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

No. Sumber data U,aian Klasifikasi
Kelemahan

A 8 C D

1 Media massa -Banyak    terjadi    pencopotan/mutasi    pejabat    daerah Penegakan integritas dan nilai etikaKomitmenterhadapkompetensi
karena tersangkut kasus hukum
-Pegawai belum ditempatkan  sesuai dengan  kompetensi

dan pengalaman

2 LHP   BPK   No.Xxx   tanggal   xx -Pemerintah    Kabupaten    Kubu    Raya    belum    memiliki Penyusunan   dan   penerapan   kebij.akan  Van
tentang     Hasil     Pemeriksaan strategi    dalam    Pemenuhan     dan     pendistribusian     SDM sehat tentang pembinaan SDM
B P K            a ta s             Efektifita sPengelolaanSumberDaya kesehatan  di Puskesmas

-Kualifikasi     dan     kompetensi     Dokter     serta     tenaga Komitmen terhadap kompetensi
Kesehatan JKN kesehatan     di    RSUD     Kabupaten     Kubu     Raya     belum

memenuhi kebutuhan
-Pemenuhan  tenaga  kesehatan  di  RSUD  Kabupaten  Kubu Penyusunan   dan   penerapan   kebijakan   yan
Raya   belum  memperhatikan   tingkat   kebutuhan   dalam sehat tentang pembjnaan SDM

pemberian pelayanan kesehatan

3

SK   lnspektur   No.Xxx  tangga lnspektorat Daerah belum melakuken audit kinerja ata5 Peran APIP yang efektif
xxx tentang PKPT Inspektorat penyelenggaraan     urusan     kesehatan     dalam     tingkastrate8is

4
LHP   BPK   No.Xxx   tanggal   xx -Pelayanan  pasien  BPJS  di  Kabupaten  Kubu  Raya  belum

Kepemimpinan yang kondusiftentang     Hasil     Pemeriksaan optimal      dan      terdapat     regulasi      Dinas      Kesehatan
atas   Kinerj.a   Penyelenggaraan Kabupaten     Kubu     Raya     tidak    berjalan     sebagaimana
JKN mestinya yaitu ketentuan mengenai praktek Dokter

*) Kla§ifikasi permasalahan menggunakan sub unsur Lingkungan Pei`gendalian dalam Perafuran Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.

Keterangan:
Kolom A diisi dengan nomor urut
Ko]om 8 diisi dengan sumber dala
Ko]om C diisi dengan uraian kelemahan jika berdasarkan data yang Qda merupakan kelemahan, atau diisi dengan uraian kekuatan jibe
berdasarkan data yang add merupakan kekuatan
Kolom D diisi dengan klasifikasi kelemdhan/kekuatan sesuai sub unsur pada lingkungan pengendaliai`

®



Form  1.c

Simpulan Survei Persepsi alas Lingkungan Pengendalian lntem
Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya

Nama pemerintah Daerah            :Pemerintah Kabupaten Kubu Raya

r,i.7J

Tahun  penilaian                                     :20.....

No. Sub unsur Hasi I Reviu Dokumen Hasil Survei Persepsi Simpulan Penjelasan
Hasil Uraian Hasil Uraian

a b C a e f ' H
1 Penegakan Kurang Banyak                    terjad i Memadai Kurang Banyak                        terjadi

integritas      da Memadai pencopotan/mutasi Memadai pencopotan/mutasi
nilai  etika pejabat  daerah  karena pejabat    daerah    karena

tersa ngkut              kas ushukum. tersangkut kasus hukum.

2 Komitmen Kurang Pegawai                  belum Memadai Kurang Pegawai                    be lu in
terhadap Memadai d item patkan         ses uai Memadai ditempatkan             sesuai
kompctensi dengan         kompetensi dengan   kompetensi  dan

dan pengalaman. pengalaman.
Kua lifikasi                    dan Kualifikasi                          da
kom pete nsi           Dokter kompetensi   Dokter   sert
serta                     tenag a tenaga       kesehatan       d
kesehatan     di     RSUD RSuD    Kabupaten    Kub
Kabupaten  Kubu  Raya Raya    belum    memenuh
belum              memenuhi kebutuhan                     aka
kebutuhan                akan pemberian          pelayana
pemberian     pelayanankesehatandiEraJKN. kesehatan di Era JKN.

Kepemimpinan Kurang Pelayanan  pasien  BPJS Kurang Pimpinan            belum Kurang Pimpinan                     belum
yang  kondusif Memadai di       Kabupaten       Kubu Memadai menetapkan Memadai menetapkan       kebijakan

Raya belum optimal dan kebijakan pengelolaan   risiko   yang
terdapat   regulasi   Dinas pengelolaan        risiko memberikan       kejelasan
Kesehatan      Kabupaten yang        memberikan arah  pengelolaan  risiko.
Ku bu          Raya         tidak kejelasan              arah Rencana    strategis    dan
berjalan      sebagaimana pengelolaan risiko. rencana     kerja     pemda
mesti nya                      yaitu Rencana      strategis belum                menyajikan
ketentuan      Puskesmas dan    rencana    ker]a informasi            mengenai
belum            sepenuhnya Pemerintah   Daerah risiko   Pelayanan   pasien
menyediakan        seluruh belum      menyajikan BPJS       di       Kabupaten
kebutuhan             farmasi informasi   mengenai Kubu         Raya         belum
untuk               mendukung risiko. optimal      dan      terdapat
pelayanan        kesehatan regulasi                         Dinas
secara memadai. Kesehatan       KabupatenKubuRayatidakberjalansebagaimanamestinyayaituketentuanmengenaipraktekDokter.

Strukturorganisasisesuaikebutuhan Memadai Memadai

5 Pendelegasianwewenangdantanggungjawabyangtepat Memadai Memadai

6 Penyusunan Kurang Pemerintah     Kabupaten Kurang Pemerintah     Daerah Kurang Pemerintah            Daerah
dan  Penerapa Memadai Kubu        Raya        belum Memadai belum Memadai belum   mengintemalisasi
Kebijakan  yan memiliki   strategi   dalam mengintemalisasi budaya sadar risiko.
Sehat    tentan pemenuhan                 dan budaya sadar risiko. Eel u in                  terdapat
Pembinaan pendistribusian         SDM Belum                 terdapa pem beri a n             reward
SDM kesehatan                         di pemberian           rewar dan/atau        punishment

Puskesmas  Pemenuhan dan/atau     punishmen atas   pengelolaan   risiko
tenaga     kesehatan     di atas             pengelolaa (Misalnya
RSUD  Kabupaten   Kubu risiko                  (misalny mempertimbangkan
Raya                          belummemperhatikantingkat mempertimbangkanpertanggung)awaban pertanggungjawabanpengelolaanrisiko

kebutuhan                dalam pengelolaan            risik dalam                    penilaian
pemberian       pelayanan dalam                 penilaia kineria).
kesehatan kiner]a). Evaluasi    kinerja    pegawai

Evaluasi                 kinerj belum         dipertimbangkan
pegawai                 belu dalam                  perhitungan
dipertimbangkan penghasilan.
dalam           perliitunga Anggaran pengembangan
penghasilan    anggara SDM      belum      memadai
pengembangan     SD Pemerintah       Kabupaten
belum memadai Kubu          Raya          belummemilikistrategidalampemenuhandanpendistribusianSDM



kesehatan di PuskesmasPemenuhantenagakesehatandiRSUDKabupatenKubuRayabelummemperhatikantingkatkebutuhandalampemberianpelayananKesehatan.

7 Perwujudan Kurang lnspektorat            Daerah Memadai Kurang lnspektorat   Daerah   belu
peran        API P Memadai belum   melakukan   audit Memadai melakukan     audit     kinerj
yang efektif ki ner]a                            alas atas           penyelenggaraa

penyelenggaraan urusan    kesehatan    data
urusan              kesehatandalamtingkatstrategis tingkat strategis.

8 HubunganKeriayangBaikdenganlnstansiPemerintahTerkait Memadai Memadai

Keterangan:
Kolom a diisi dengan nomor urut.
Kolom  b diisi dengan sub unsur pada lingkungan pengendalian.
Kolom c diisi dengan simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen.
Kolom d diisi dengan uraian simpulanpenilaian awal CEE berdasarkan dokumen.
Kolom e diisi dengan simpulan hasil survei persepsi.

•Iom f diisi dengan uraian simpulan sesuai hasil survey persepsi.Iorn g diisi  dengan simpulan  sesuai  hasil  penilaian  awal  dan  survey persepsi, jika hasil antara  penilaian  awal  dan  survey
persepsi bertentangan, maka lakukan pendalaman atau lakukan professional judgement untuk menyimpulkannya.
Kolom h diisi dengan uraian kelemahan.

®



Form 2.a

PENETAPAN  KONTEKSITUJUAN STRATEGIS PEMERINYAH DAERAll

Nama Pemerintah  Daerah  :  Pemerintah Kabupaten. Kubu  Raya,  Provinsi Kalimantan  Barat
Tahun  penilaian                         : 20.....
Periode yang dinilai                : Periode RPJMD Tahun 2019-2023

Sumber Data RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2023

Tujuan Strategis RPJMD

Tujuan 1.1  Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan
Tujuan 1.2 Meningkatnya kohesivitas masyarakat
Tujuan 2.1  Meningkatnya kualitas transportasi
Tujuan 2.2 Meningkatnya Kelayakhunian
Tujuan 2.3 Meningkatnya akses komunikasi dan informasi
Tujuan 2.4 Menurunnya risiko bencana
Tujuan 2.5 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
Tujuan 3.1  Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan
Tujuan 3.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
Tujuan 3.3 Meningkatnya kesejahteraan sosial
Tujuan 3.4 Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan
Tujuan 4.1  Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi
Tujuan 4.2 Meningkatnya pemerataan ekonomi

Penetapan konteksRisikoStrategjsPemerintahDaerah
Tujuan 3.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Nama Perangkat DaerahTerkait
Dinas Kesehatan
Dinas Pemberdayaan Perempuan,  Periindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan KawasanPermukiman

Sasaran RPJMD

Sasaran 3.2.1  Meningkatnya keselamatan ibu anak
Sasaran 3.2.2 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
Sasaran 3.2.3 Meningkatnya perilaku hidup sehat
Sasaran 3.2.4 Meningkatnya prestasi olahraga di Kabupaten Kubu Raya
Sasaran 3.2.5 Meningkatnya peran serta Pemuda dalam pembangunan
Sasaran 3.2.6 Meningkatnya kesehatan reproduksi

lKU Sasaran RPJMD
Usia Harapan Hidup adalah ditentukan jumlah kematian bayi, jika angka kematian
bayi besar, maka usia angka harapan rendah.

rioritas pembangunan

Program Peningkatan Keselamatan lbu Melahirkan dan Anak
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

dan program unggulan Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Program Perbaikan  Gizi Masyarakat

Tujuan,  Sasaran,  IKU Tujuan 3.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
yang   akan   dilakukan Sasaran 3.2.2 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
penilaian  risiko Program Peningkatan Keselamatan  lbu Melahirkan dan Anak



Form  2.b

PENETAPAN  KONTEKSITUJUAN  STRATEGIS  PERANGKAT DAERAH

Nama pemerintah Daerah                  :  Pemerintah  Kabupaten  Kubu Raya,  Provinsi Kalimantan Barat
Tahun  penilaian                                          : 20..„.
Periode  yang  dinilai                               :  Periode  RPJMD  Tahun  2019-2023
Urusan  pemerintahan                         : urusan wajib pelayanan Dasar Bidang Kesehatan
Perangkat Daerah yang Din ilai         :  Dinas Kesehatan
Peran  perangkat Daerah                     : Perangkat Daerah Koordinator

Sumber Data Rancangan  Awal  Renstra  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Kubu Raya
Tujuan  Strategis Meningkatkan  derajat  kesehatan  masyarakat

Sasaran  Strategis
1. Meningkatnya  Keselamafan lbu, Bayi, Anak dan Reproduksi
2. Meningkatnya  Kualitas  Pelayanan  Kesehatan
3.  Meningkatnya  Kualitas  Pelayanan  Dasar dan  Rujukan

IKU  Renstra  PD lKu 2023
Angka  Kematian  lbu  Melah irkan  Per  100.000  Kelahiran  Hidup 57
Angka  Kematian  Bayi  (AKB)  Per  1000  Kelahiran  Hidup 3,2
Angka  Kematian  Balita  (AKaBa)  Per  1000  Kelahiran  Hidup 3,6
Cakupan  Pertolongan  Persalinan  oleh  Tenaga  Kesehatan  yang

100
memiliki  Kompetensi  Kebidanan
Cakupan  Pelayanan  Kesehatan  Bayi Belum  ada
lKu  Lansia Belum  ada
lKu Gki Belum  ada
lKu  Kesehatan  Reproduksi Belum  ada

Informasi  lain

Tujuan,   Sasaran,   lKU

Tujuan Strategis :
Meningkatkan derajat kesehatan  masyarakat

Sasaran  Strategis:
yang    akan    dilakukanpenilaianrisiko Meningkatnya  Kese[amatan lbu, Bayi, Anak dan Reproduksi

lKU  Strategis:
-Angka  Kematian lbu Melahi rkan  Per  100.000  Kelahiran  Hidup
-Angka  Kematian  Bayi  (AKB)  Per  1000  Kelahiran  Hidup

Dst

Kabupaten  Kubu Raya,       September  20.....
Kepala  Dinas  Kesehatan

®



Form  2.c

PENETAPAN  KONTEKSITUJUAN  OPERASIONAL  PERANGRAT DAERAH

Nama pemda                                     :  Pemerintah Kabupaten Kubu Raya,  Provinsi Kalimantan barat
Tahun  penilaian                                    : 20...
Periode  yang  dinilai                          :  Periode  RPJMD  Tahun  2019-2023
Urusan  pemerintahan                     :  Urusan wajib pelayanan Dasar Bjdang  Kesehatan
Perangkat Daerah yang Dinilai    :  Dinas Kesehatan

Sumber  Data Renja  Dinas  Kesehatan  Tahun  20. . . .
Tujuan  Strategis Meningkatkan  derajat  kesehatan  masyarakat

Program  Dinas
1.  Program  Upaya  Kesehatan  Masyarakat
2.  Program  Perbaikan  Gizi  Masyarakat

Kesehatan (Renja 20. . .) 3.  Program  Peningkatan  Pelayanan  Kesehatan  Anak  Balita
dan Kegiatan utama 4.  Program  Peningkatan  Pelayanan  Kesehatan  Lansia

5.  Program  Peningkatan  Keselamatan  lbu  melahirkan  dan  anak

Keluaran/Hasil   Kegiatan

1.    Jaminan  Persalinan  (DAK NON  FISIK) 7.455  ibu  hamil
2.   Pertemuan ANC Terpadu 30  orang  peserta
3.   Sosialisasi pendampingan ibu hamil resiko tinggi dalam    penggunaan

50 orang  pesertaBuku  KIA  dan  Pasca  salin  dengan  pelayanan  darah pada  sektor
ekstemal

4.  Pelatihan  Managemen  Terpadu  Pelayanan  Kesehatan  Peduli Remaja
20 orang  peserta

5.  Pelatihan  penjaringan  untuk  sekolah  lanjutan  1  K1 20 orang peserta

lnformasi  Lain

Kegiatan      dan      indikatokeluaranyangakandilakukanpenilaianrisiko Program  Peningkatan  Keselamatan  lbu  melahirkan  dan  anak

Kabupaten   Kubu Raya,       September  20.....
Kepala  Dinas  Kesehatan

®
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Form 4

Formulir Kertas Kerja Hasil Analisis Risiko

Nana pemerintah Daerah                                                               : Pemerintah Kabupaten Kubu Raya,Provinsj Kalimantan Barat

P

Tahu n  penilaian                                                                                              : 20....
Tujuans(rategis                                                                                    : Meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat
Urusanpemerintahan                                                                       :Urusan wajib pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

No. "Risiko" yang Teridentifikasi Kode Risiko
Analisis Risiko

SkalaDampak*) SkalaKemungkinan*) SkalaRIsiko

a b C d e F=dxe
I Risikostrategis

1 Penerapan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) rendah RSP.19. 01.01.01 3 3 9
2 Pelayanan     kesehatan     belum     memenuhi     SPM     Bidang RSP.19. 01.01. 02 4 4 16

Kesehatan

I Risikostrategis Perangkat Daerah 1  : Dinas Kesehafan
1 Penggunaan   layanan   Kesehatan   rendah   (Persalinan   tida RSO.19. 01.05. 02 4 3 12

dilakukan pada faskes,kuniungan ibu hamil tidak teratur)
2 Kualitas pelayanan APN tidak sesuai SPM  Kesehatan RSO.19.01. 05. 03 4 4 16

3 Sarana pendukung ANC kurang memadai RSO.19. 01. 05. 04 4 2 8
4 Mutasi tonaga Kesehatan terlatih RsO.19.01.05.10 4 3 12

Ill Risiko Operasional Perangat Daerah 1  : Dinas Kesehatan
1 Data    lbu     hamil    miskjn    yang    belum    memiliki    jaminan ROO.19. 01.05. 02 4 4 16

Kesehatan lainnva dari kecamatan dan kelurahan belum ada
2 Perhitungan kebutuhan dana tidak tepat ROO.19. 01.05.03 2 2 4
3 Proses  crosscwheck data  dengan  BPJS  dan  Jamkesda  yang RcO.19. 01.05.04 3 2 6

membutuhkan waktu lama
4 Adanya  pasien  yang  masih  dikenakan  biaya  oleh  RS/Bidan ROO.19.01.05.09 3 1 3

(double claimn
5 Pertanggungjawaban tidak tepat waktu ROO.19.01. 05.10 4 3 12
6 Pengadministrasian tidak tepat waktu ROO.19. 01. 05.11 4 2 8
7 Laporan       Realisasi       Keuangan      Triwulan:       Kesulitan ROO.19. 01.05.12 4 2 8

mengumpulkan     administrasi     syarat     pencairan,     yaitu
kelengkapan klaim,  berupa dokumentasi

8 Kegagalan mengidentifikasi permasalahan ROO.19.01.05.13 4 3 12

Keterangan:
Kolom a diisi dengan nomor urut.
Kolom  b diisi dngan risiko yang teridentifikasi sesuai  Form 3a dan 3b.
Kolom c diisi dengan kode risiko sesuai Form 3a dan 3b.
Kolom d diisi dengan skala dampak berdasarkan perhitungan rataa-rata/modus skala dampak yang diberikan peserta diskusi.
Kolom e diisi dengan skala kemungkinan berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala kemungkinan yang diberikan peserta
diskusi.
Kolom f diisi dengan hasil perkalian antara skala dampak dan skala kemungkinan.

®



Form 5

Formulir Kertas Kerja Daffar Risiko Prioritas

Nana pemda                                  : Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat
Tahun penilaian                                    : 20.„.
Tujuanstrategis                                 : Meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat
Urusan pemerintahan                      : Urusan wajib pelayanan Dasar Bidang Keseliatan
No Risiko Prioritas Kode Risiko SkalaRIsiko PemiliRisiko Penyebab Dampak

a b 0 d e f 9
I Risiko StrategisPerangkatDaerah 1 : DinasKiesehatan

1 Pelayanan kesehatan belum RSP.19.01.01.02 9 Bupati arana prasarana AKl  tinggi
memenuhi SPM  Bidang belum memadai AKB tinggi
Kesehatan (Puskesmas PONED Akaba

tidak tersedia) Peningkatan kasus gizi
umlah tenaga buruk

Kesehatan belum Kasus HIV meningkat
memadai ITenaga Kasus TB meningkat
[aboratorium) Angka kejadian  PenyakitTidakMenular(PTM)tinggiAngkakejadianPenyakitMenulartinggiAngkastuntingtinggi

11 Risiko StrategisPerangkatDaerah 1 : tHnasKesehatan

1 Sarana pendukung ANC F2SO.19. 01. 05. 03 16 Kepala Alat pendukung ANC Kualitas pelayanan ANC
kurang memadai Dinas tidak dikalibrasiRegendanalatpendukungANC kurangTenagalaboratoriumdiPuskesmaskurang tidak sesuai SPM kesehatan

Ill Rigiko OperasionalPerangkatDaerah1:  DinasKesehatan

1 Data  lbu  hamil miskin yang ROO. 19. 01 ` 05. 02 16 Kepala Kurangnya koordinasi Perencanaan kurang tepat
belum memiliki jaminankesehatanlainnyadarikecamatandankelurahanbelumada Bidang dengan Dinas Sosial

Keterangan
Kolom a diisi dengan nomor urut.
Kolom  b diisi dengan risiko prioritas.
Kolom c diisi dengan kode risiko.
Kolomd diisi dengan skala risiko sesuai Fomi 4.
Kolom e diisi dengan pemilik risiko sesuai Form 3a dan 3b.
Kolom f diisi dengan penyebab sesuai Form 3a dan 3b`
Kolom g diisi de ngan dampak sesuai dengan Fom 3a dan 3b.



Form 6

Formulir Kertas Keria
Rencana Tindak Pengendalian untuk Lingkungan Pengendalian

Nana  Pemerintah Daerah   :   Pemerintah  Kabupaten Kubu Raya
Tahun  penilaian                          :   20 ......

No Kondisi Lingkungan Rencana Tindak Perbaikan Penanggung jawab Target WaktuPenyelesaianPengendalian  yang KurangMemadai Lingkungan Pengendalian

a b C d e
I Penegakan  lntegritas  dan  Nilai  Etika

1 Banyak   terjadi    pencopotan/mutasi Analisis/kajian                kelemaha lnspektorat Triwulan  11  20. . . .

pejabat  daerah   karena   tersangkutkasushukum pengendalian kepatuhan hukum

11 Komitmen  Terhadap  Kompetensi

1 Pegawai  belum  ditempatkan  sesuai Penyusunan    peta    kompetens BKPSDM Triwulan   11120.. . .

dengan              kompetensi             dan dan perbaikan SOP penempata
pengalaman pegawai

2 Kualifikasi   dan   kompetensi   Dokter Rekruitmen   dokter   dan   tenag Dinas  kesehatan Triwulan  11120. . ..

serta    tenaga   kesehatan   di   RSUDKubuRayabelummemenuhikebutuhanakanpemberianpelavanankesehatandiEraJKr\l kesehatan

111 Kepemimpinan  yang  kondusif

1 Pimpinan          belum         menetapkan Penyusunan                      kebijaka Sekretariat Daerah Trtwulan  I  20. . . .
kebijakan  pengelolaan   risiko pengelolaan risiko

2 Rencana    strategis    dan    rencana Penilaian           risiko           rencan Sekrctariat Daerah Triwulan  I  20. . . .
kerja     pemda     belum     menyajikaninformasimengenairisiko strategis  dan rencana ker]a BAPPEDALITBANG

3 Pelayanan        pasien        BPJS        di Evaluasi  pemberian  layanan da lnspektorat Triwulan  I  20. . . .
Kabupaten      Kubu      Raya      belumoptimaldanterdapatregulasiDinasKesehatanKabupatenKubuRayatidakberjalansebagaimanamestinyayaituketentuanmengenaipraktekDokter kepatuhan regulasi

IV Penyusunan  dan  Penerapan  Kebijakan  yang  Sehat tentang  Pembinaan  SDM

1 Pemerintah   Kabupaten   Kubu   Ray Sosialisasi   budaya   risiko   pad Sekretariat Daerah Setiap  bulan
belum       mengintemalisasi       budaysadarrisiko setiap rapat  bulanan

2 Belum   terdapat  pemberian   reward Kajian     rancangan     pemberia BKPSDM Triwulan  I  20. . . .
dan/atau            punishment           alas reward      dan/atau     punishmen
pengelolaan risiko atas pengelolaan   risiko

3 Evaluasi     kinerja     pegawai    belum Kajian    rancangan    perhitunga BKPSDM Trlwulan  I  20 . . . .
dipertimbangkan dalam perhitungan hasil              kinerja             terhada
penghasilan penghasilan

4 Anggaran       pengembangan       SDM Kebijakan   efisiensi   penggunaan BKPSDM Triwulan  I  20 . . . .
belum memadai anggaran

5 Pemerintah  Kabupaten  Kubu  Raya Pe nyu su nan                         strateg i Dinas kesehatan Triwulan  11  20. . . .

belum       memiliki      strategi      dalam pemenuhan                                  dan
pemenuhan      dan      pendistribusian pendistribusian SDM  kesehan
SDM  kesehatan (Rekomendasi  BPK)

6 Pemenuhan   tenaga   kesehatan   di Perbaikan    sistem    Pemenuhan RSUD  Kabupaten Triwulan  11  20. . . .

RSUD         Kubu         Raya         belum tenaga     kesehatan     di     RSU Kubu Raya
memperhatikan   tingkat    kebutuhandalampemberian Kabupaten   Kubu Raya

V Perwujudan  Peran APIP  yang  Efektif

1 lnspektorat            Daerah            belum Perbaikan                           prosedu lnspektorat Triwulan  120„..
melakukan       audit      kineria       atas pengawasan          kiner]a         dan
penyelenggaraan                       urusankesehatandalamtingkatstrategis penyusunan PKPT  lnspektorat

Keterangan
Kolom a  diisi dengan nomor urut.

Kolom b diisi dengan kondisi lingkungan pengendalian yang kurang memadai.
Kolom c diisi dengan perbaikan yang akan dilakukan.
Kolom d diisi dengan pihak/unit penanggungjawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian.
Kolom e diisi dengan target waktu penyelesaian  RTP.
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Contoh O{t€!Zn.e Laporan Rencana Tindak Pengendalian

1 . Pelaporan Pelaksanaan Penilaian Risiko
Kegiatan   penilalan   risiko   yang   terdiri   dari   penilaian   risiko   strategis
pemerintah  daerah,   penilaian  risiko   strategis  Perangkat  Daerah,   dan
penilaian risiko operasional perlu disusun Laporari Hasil penilaian Risiko.
Sebelum difinalkan, c!roj± dokumen hasil penilaian risiko tingkat strategis
Pemerintah  Daerah  perlu  dibicarakan  dengan  Bupati  dan  pihak  yang
terkait,  sedangkan  draj3 dokumen hasil penilaian risiko tingkat strategis
Perangkat   Daerah   dan   tingkat   operasional   Perangkat   Daerah   perlu
dibicarakan dengan Kepala Perangat Daerah dan pihak yang terkait.
Laporan   pelaksanaan   penilaian  risiho   dibuat  oleh   UPR   disampaikan
kepada  Bupati,  dengan  tembusan  kepada  Sekretariat  Daerah  dan  Unit
Kepatuhan, dengan contoh outz{ne sebagai berikut:

Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko
Pemerintah Kabupaten Kubu Raya

Provinsi Kalimantan Barat

I.    Pendahuluan
A. Ifatar Belakang

Bagian  ini  berisi  latar  belakang  penyusunan  laporan  pengelolaan
risiko serta gambaran umum kebij akan pengelolaan risiko Pemerintah
Daerah.

8. Dasar Hukum
Bagian ini berisi peraturan-peraturan ataupun kebijakan balk yang
berasal  dari  pemerintah  pusat,  instansi  terkait  ataupun  peraturan
daerah yang menjadi dasar pengelolaan risiko pemerintah daerah baik
kebijakan perencanaan sampai ke pelaporan pengelolaan risiko.

C. Maksud dan Tujuan
Bagian ini berisi maksud dan tujuari dilakukannya pengelolaari risiko
di Pemerintah Daerah.

D . Ruang Lingkup
Bagian ini berisi penjelasan hal-hal yang menjadi batasan konsep dan
konteks pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.

11.     Perbaikan  Lingkungan pengendalian yang Diharapkan
A. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat lni

Bagian  ini  berisi  hasil  penilaian  awal  dan  hasil  survei  persepsi,
yang   selanjutnya   disimpulkan   kondisi   lingkungan   pengendalian
urusan wajib/pilihan pada Pemerintah Daerah.

8. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian
Bagian  ini  berisi  strategi  yang  akan  dilakukan  guna  memperbalki
lingkungan   pengendalian   yang   mendukung   penciptaan   budaya
pengelolaan risiko di Pemerintah Daerah.

Ill.     Penilaian Risiko dan Rencana Tindak pengendalian
A. Penetapan Konteks/Tujuan

Bagian  ini  berisi  tentang  penetapan  konteks  strategis  pemerintah
daerah, dimana Pemerintah Daerah dapat memilih beberapa urusan
wajib/pilihan  dengan  mempertimbangkan  urusan  prioritas  sesuai
dengan visi dan nisi Bupati atau pertimbangan profesional lainnya.



8. Hasil Identifikasi Risiko
Bagian ini berisi hasil diskusi unit pemilik terhadap atribut-atribut
risiko  (uraian risiko,  pemilik risiko,  penyebab  risiko,  sumber  risiko,
sifat  penyebab  risiko  apakah  dapat  dikendalikan  /coritrozzcibze/ atau
tidak dapat dikendalikan (ttricorLtrozzcibze)  oleh pemilik risiko, dampak
risiko, serta penerima dampak risiko).

C. Hasil Analisis Risiko
Bagian  ini  berisi  skala  risiko,  matriks  risiko,  Hasil  Analisis  Risiko
sesuai Urutan Kategori serta RTP yang merupakan hasil dari analisis
dampak dan kemungkinan dari risiko yang sudah diidentifikasi.

D. Pengendalian yang sudah dilakukan
Bagian ini berisi hasil identifikasi terhadap pengendalian yang sudah
ada   di    Pemerintah    Daerah   yang   terkait   dengan   risiko   yang
diprioritaskan untuk ditangani (dikelola) dari hasil analisis risiko.

E. Pengendaliari yang masih dibutuhkan
Bagian    ini    berisi    hasil    identifikasi    pengendalian   yang   masih
dibutuhkan   atau   perlu   dibangun   untuk   masing-masing   risiko
prioritas urusan wajib/pilihan karena masih ada celah pengendalian
dari pengendalian yang sudah dilakukari oleh Pemerintah Daerah.

IV.     Rancangan lnformasi dan Komunikasi
Bagian ini berisi rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan
agar   pihak-pihak   yang   terlibat   dalam   pengendalian   mengetahui
keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan.

V.    Rancangan pemantauan
Bagian ini berisi mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk
memastikan    bahwa    risiko    dapat    dipantau    keterjadiannya    dan
pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan beljalan efektif.

VI.     Penutup
Bagian  ini  berisi simpulan  rancangan  penerapan  pengelolaan  risiko
UPR.

Lanpiran
(Kertas  kelja  tahapan  identifikasi  risiko,  penilaian  risiko,  hingga  RTP
serta pengkomunikasian dan monitoringnya).

2. Pelaporan Berkala Pengelolaan Risiko.
Pelaporan   Berkala   Pengelolaan   Risiko   dilakukan   secara   triwulanan
(Triwulan I,11 dan Ill) dan tahunan (Triwulan IV) oleh UPR, Unit Kepatuhan
dan Komite Pengelolaan Resiko.

2.1   Pelaporan  UPR
Pelaporan   pengelolaan   risiko    dilakukan    secara     triwulanan   dan
tahunan. Pelaporan untuk tingkat Pemerintah  Daerah  dikoordinasikan
oleh  UPR   Pemerintah   Daerah,   sedangkan   untuk  tingkat   strategis
Perangkat    Daerah     dan    tingkat    operasional    Perangkat    Daerah
dikoordinasikan oleh UPR Tingkat Administrator.



Gambar  1
Alur Pelaporan  Berkala Pengelolaan Risiko UPR

Laporan Tingkat

Pemerintah Daerah
A

Laporan Tingkat OPD

LLaporanTlngkatunitKer|a

Kegiatan  pelaporan dilakukan  sebagai  berikut:
1. Laporan tingkat  Unit Kelja,  meliputi:

a.  Laporan    Risiko  dan   RTP  tingkat  operasional   sesuai   dengan
urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Triwulanan;

b.  Laporan    Risiko   dan   RTP  tingkat  operasional   sesual   dengan
urusan yang ditangani oleh setiap Unit Keria Tahunan.

2. Laporan Tingkat  Perangkat Daerah, meliputi:
a.  Laporan  Risiko dan RTP tingkat strategis  Perangkat Daerah dan

Operasional sesuai  dengan   urusan  yang  ditangani  oleh  setiap
Perangkat Daerah Triwulanan ;

b.  Laporan  Risiko dan  RTP tingkat strategis  Perangat Daerah dan
Operasional   Perangjat   Daerah   sesuai   dengan    urusan   yang
ditangani oleh setiap Perangkat Daerah Tahunan.

3. Laporan Tingkat  Pemerintah  Daerah
a.  Laporan Kompilasi seluruh  Urusan Tingkat Strategis  Pemerintah

Daerah Triwulanan;
b.  Laporan Kompilasi seluruh  Urusan Tingkat Strategis  Pemerintah

Daerah Tahunan.
I,aporan berkala tersebut dibuat oleh UPR disampaikan kepada Bupati,
tembusan  kepada  Sekretariat  Daerah  dan  Unit  Kepatuhan,  dengan
contoh outz€ne sebagai berikut:

Laporan Triwulan I/II/Ill/IV Pengelolaan Risiko
Pemerintah Kabupaten Kubu Raya

Provinsi Kalimantan Barat

I.    Pendahuluan
A. Latar Belakang

Bagian  ini  berisi  latar  belakang  penyusunan  laporan  pengelolaan
risiko serta gambaran umum kebij akan pengelolaan risiko Pemerintah
Daerah.

8. Dasar Hukum
Bagian ini berisi peraturan-peraturan ataupun kebijakan baik yang
berasal dari  pemerintah  pusat,  instansi terkait ataupun  peraturan
daerah yang menjadi dasar pengelolaan risiko Pemerintah Daerah balk
kebijakan perencanaan sampai ke pelaporan pengelolaan risiko.

C. Maksud dan Tujuan
Bagian ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya pengelolaan risiko
di Pemerintah Daerah.



D. Ruang Lingkup
Bagian ini berisi penjelasan hal-hal yang menjadi batasan konsep dan
konteks pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.

11.     Rencana dan Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah
A. Rencana  Kegiatan  Pengelolaan  Risiko  Pemerintah  Daerah  Triwulan

I/II/Ill/IV
Bagian ini berisi kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang
direncanakan pada periode triwulan tersebut.  Bagian ini juga dapat
berisi pemutakhiran risiko dan RTP dari periode triwulan sebelumnya.

B. Realisasi  Kegiatan  Pengelolaan  Risiko  Pemerintah  Daerah  Triwulan
I/II/Ill/IV
Bagian ini berisi kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang
dilaksanakan   pada   periode   triwulan   tersebut   dan  juga   uraian
mengenai perbedaan yang teljadi antara rencana kegiatan pengelolaan
risiko dengan realisasinya.

Ill.    Hambatan pelaksanaan Kegiatan
Bagiari ini berisi uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau
hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang
menyebabkan   terjadinya   perbedaan   antara   rencaria   dan   realisasi
kegiatan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.

IV.     Monitoring Risiko dan RTP
Bagiari ini berisi hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP,
keteljadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada
triwulan tersebut dan dari hasil monitoring ini juga dianalisis apabila
diperlukan   pemutakhiran   risiko   dan   RTP   untuk   periode   triwulan
berikutnya.

V.     Penutup
Bagian ini menjelaskan simpulan atas capaian penerapan pengelolaan
risiko UPR serta strategi yang akan dilakukan sebagai tindak lanjut  dari
monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk
penerapan  pengelolaan  risiko  periode  selarijutnya guna meningkatkan
kinerja Pemerintah Daerah.

Lampiran

2.2    Pelaporan unit Kepatuhan
Pelaksanaan  pemantauan  pengelolaan  risiko  Pemerintah  Daerah oleh
Bupati  dapat  didelegasikan  kepada  Unit  Kepatuhan. Unit  kepatuhan
bertanggung  jawab  memantau   pelaksanaan  pengelolaan  risiko  pada
UPR. Asisten Sekretaris Daerah dapat bertindak sebagai Unit Kepatuhan
pada  Perarigkat  Daerah.  Pemantauan  dilakukan  untuk  memastikan
setiap  tahapan  pengelolaan   risiko   telah   dilakukan   sesuai   dengan
ketentuan sejak penilaian kelemahan lingkungan  pengendalian, proses
penilaian   risiko   dan   pelaksanaan   kegiatan   pengendalian.   Laporan
triwulanan   dan   tahunan   kegiatan   pemantauan   pengelolaan   risiko
disusun oleh Unit Kepatuhari yang disampaikan kepada Bupati dengan
tembusan  kepada  Sekretaris  Daerah  dengan  contoh  otttzz.7ie  sebagai
berikut:



Laporan Triwulan I/II/III/IV Unit Kepatuhan Risiko
Pemantauan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah

Pemerintah Kabupaten Kubu Rayap
Provinsi Kalimantan Barat

A. Rencana dan Realisasi Kegiatan
Bagian  ini  berisi  uraian  rencana  dan  realisasi  pengelolaan  risiko
terutama  tentang  kegiatan  pengendalian yang  akan  dilakukan  dan
RTP oleh Pemerintah Daerah yang dilaporkan oleh UPR kepada Unit
Kepatuhan.

8. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan
Bagian ini berisi analisis terhadap perbedaan rencana dan realisasi
pengelolaan risiko oleh pemerintah daerah dan hal-hal yang menjadi
kendala yang dilaporkan oleh UPR kepada Unit Kepatuhan.

C. Monitoring terhadap Pengelolaan Risiko dari RTP oleh UPR
Bagian ini berisi mekanisme dan hasil pemantauan atas pelaksanaan
pengendalian  sesuai   infrastruktur  pengendalian yang  telah  dibuat
serta    analisis    hasil    pemantauan    untuk    memastikan     bahwa
pengendalian yang telah  dirancang,  telah dilaksanakan dan beljalan
secara     efektif.      Pemantauan      dilakukan     terhadap     kegiatan
pengendalian  yang  dibutuhkan,  bentuk/metode  pemantauan  yang
diperlukan,   penanggungjawab   pemantauan,   waktu   pelaksanaan
pemantauan,  realisasi waktu pelaksanaan dan hal-hal lainnya  yang
teljadi dalam pemantauan kegiatan pengendalian.

D. Rekomendasi bagi UPR
Bagian   ini   berisi   rekomendasi  atas  kendala  dan  hambatan  yang
dilaporkan oleh UPR serta rekomendasi strategis maupun teknis dari
hasil   pemantauan   kegiatan   pengendalian   yang   dilakukan   Unit
Kepatuhan kepada UPR.

Lampiran

2.3    Pelaporan Komite pengelolaan
Tugas Komite Pengelolaan Risiko adalah:
1) merumuskan  kebijakan,  arahan  serta  menetapkan  hal-hal  terkait

keputusan strategis yang menyimpang dari prosedur normal;
2) melakukan   pembinaan   terhadap   pengelolaari   risiko   Pemerintah

Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan
pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah;

3) membuat  laporan  semesteran  dan  tahunan  kegiatan  pembinaan
pengelolaan  risiko yang  disampaikan  kepada  Bupati  cq.  Sekretaris
Daerah;

4) menjadi  fasilitator  yang  bertugas  memandu  instansi  pemerintah
dalam melaksanakan langkah demi langkah proses penilaian risiko.
Fasilitator dapat berasal dari Tim BPKP,  Komite Pengelolaan Risiko,
Inspektorat, atau pihak lain yang berkompeten.

Dikaitkan  dengan  tugas-tugas tersebut,  Komite  Pengelolaan  membuat
laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko
yang disampaikan kepada Bupati cq. Sekretaris Daerah dengan contoh
otttzfrie sebagai berikut:



Laporan Triwulan I/11/Ill Komite Pengelolaan
Pemerintah Kabupaten Kubu Raya

Provinsi Kalimantan Barat

A. Rencana dan Realisasi Kegiatan
Bagian  ini  berisi  uraian  rencana  dan  realisasi  pengelolaan  risiko
terutama  tentang  kegiatan  pengendalian  yang akan  dilakukan  dari
RTP oleh pemerintah daerah yang dilaporkan oleh UPR kepada Unit
Kepatuhan.  Selain  itu juga  dibahas  kegiatan  pembinaan  terhadap
pengelolaan   risiko   Pemerintah   Daerah   yang   meliputi   sosialisasi,
bimbingan,  supervisi dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan
Pemerintah Daerah.

8. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan
Bagian ini berisi analisis terhadap perbedaan rencana dan realisasi
pengelolaan risiko oleh Pemerintah Daerah dan hal-hal yang menjadi
kendala yang dilaporkan oleh UPR kepada Unit Kepatuhan. Selain itu
juga  dibahas  hambatan  yang  teljadi  dalam  kegiatan  pembinaan
terhadap pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.

C. Hasil  Pembinaan  Terhadap  Pengelolaan  Risiko  Pemerintah  Daerah
Pengelolaan Risiko dan RTP oleh UPR
Bagian    ini   berisi   uraian   hasil   kegiatan   pembinaan   terhadap
pengelolaan  risiko  Pemerintah  Daerah  kepada UPR.  Selain  itu juga
dibahas   hasil   fasilitasi   terhadap   UPR   dalaln   memandu   instansi
pemerintah   dalam   melaksanakan   langkah   demi   langkah   proses
penilaian risiko ataupun pemutakhiran risiko dan RTP sesuai hasil
monitoring  berkala  oleh  UPR  dan  pemantauan  berkala  oleh  Unit
Kepatuhan.

D. Rekomendasi bagi UPR
Bagian   ini   berisi rekomendasi  atas kendala dan  hanbatan  se
rekomendasi strategis maupun
terhadap pengelolaan risiko

Lampiran

Diundangkan di Sungai Ray
pada tanggal
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is dari hasil kegiatan
ntah Daerah kepada UPR.
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